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TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Peserta mampu mengelola
pengadaan pekerjaan konstruksi
secara swakelola tipe |V bersama
kelompok masyarakat dengan

etektif, akuntabel, dan sesuai
ketentuan yang berlaku melalui
analisis studi kasus nyata




TUJUAN
PEMBELAJARAN
KHUSUS

. Menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengadaan pekerjaan konstruksi melalui metode swakelola

tipe IV dengan kelompok masyarakat.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan umum yang muncul dalam pelaksanaan swakelola tipe IV
berdasarkan studi kasus pekerjaan konstruksi.

3. Menyusun dokumen administrasi yang diperlukan dalam setiap tahapan pelaksanaan swakelola tipe IV.

4. Mengimplementasikan strategi pengawasan yang efektif untuk mencegah ketidaksesuaian pekerjaan
konstruksi dengan spesifikasi teknis.

5. Menyusun dan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara benar sebagai alat verifikasi
pelaksanaan proyek.

6. Menerapkan mekanisme pembayaran yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan administrasi
keuangan dalam pengadaan swakelola tipe IV.

/. Melaksanakan langkah-langkah mitigasi risiko hukum dan audit terkait pengelolaan dana serta pelaksanaan
fisik di lapangan.

8. Merancang solusi alternatif praktis terhadap permasalahan spesifik berdasarkan studi kasus proyek nyata
yang telah dikaji.



KONSEP DASAR
SWAKELOLA TIPE IV

1. Detinisi dan Prinsip Dasar
Swakelola

2. Regulasi dan Pedoman Teknis
terkait




DEFINIS|I SWAKELOLA

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
yang selanjutnya disebut Swakelola adalah
cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
_embaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
ain, organisasi kemasyarakatan, atau
kelompok masyarakat.

Pasal 1 angka 23 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 (Perpres PBJP)
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PRINSIP DASAR SWAKELOLA

1. %ebagai Cara Pengadaan dan dilaksanakan dengan
im
2. Dapat Memiliki Kontrak

Pasal 3 Perpres PBJP
(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:a.
Barang;b. Pekerjaan Konstruksi;c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.

(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat

dilakukan secara terintegrasi.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan cara:a. Swakelola; dan/ataub. Penyedia.

Pasal 1 angka 17 Perpres PBJP :Penyelenggara Swakelola adalah tim
yang menyelenggarakankegiatan secara Swakelola.

Pasal 1 angka 44 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebutKontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK
denganPenyedia atau pelaksana Swakelola.



SWAKELOLA TIPE IV

Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan/atau
berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok

Masyarakat pelaksana Swakelola.
Pasal 18 ayat (6) huruf d Perpres PBJP



REGULASI TERKAIT SWAKELOLA

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana terakhir diubah di Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Perpres PBJP)

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola (PerLKPP 3/2021)

3. Keputusan Deputi | LKPP Nomor 2 tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola
(Kepdep-1 LKPP 2/2022)
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IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
PERMASALAHAN UMUM

Pada 3 aspek teknis pengadaan Swakelola dapat muncul permasalahan dalam :

1. Aspek Teknis
2. Aspek Administrasi
3. Aspek Keuangan
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PERMASALAHAN TEKNIS YANG
DAPAT MUNCUL

1. Ketidaksesuaian konstruksi fisik dengan desain
teknis (DED).

2. Penggunaan bahan/material yang tidak sesuai
spesifikasi.

3. Keterbatasan keterampilan teknis masyarakat dalam
melaksanakan konstrikusi.
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PERMASALAHAN ADMINISTRASI
YANG DAPAT MUNCUL

1. Administrasi yang tidak tertib (kelengkapan dokumen
administrasi yang kurang lengkap atau tidak jelas).

2. Minimnya transparansi dalam dokumentasi dan
pelaporan pelaksanaan proyek Swakelola Tipe IV.

3. Pengelolaan dokumen / produk perbankan yang tidak
tepat atau rentan manipulasi.
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PERMASALAHAN KEUANGAN
YANG DAPAT MUNCUL

1. Pembayaran yang tidak transparan atau pembayaran
manual yang berisiko fraud.

2. Terjadinya kelebihan bayar atau kurang bayar.

3. Kesulitan pengelolaan administrasi keuangan oleh
kelompok masyarakat akibat kurangnya pemahaman
prosedur keuangan publik.
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KONKRIT PERMASALAHAN
TEKNIS YANG MUNCUL

1. Dimensi konstruksi fisik (misal tangki septik) tidak sesuai
spesitikasi teknis.

2. Pekerjaan instalasi pipa dan penimbunan yang tidak
selesai atau kurang optimal.

3. Perbedaan kualitas penyelesaian pekerjaan karena
perbedaan kualitas kelompok masyarakat yang
melaksanakan pekerjaan
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KONKRIT PERMASALAHAN
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
YANG MUNCUL

1. Pembayaran yang dilakukan secara manual meskipun rekening bank
telah dibuat karena di daerah pedesaan literasi keuangan tidak
sebaik di perkotaan

2. Penerimaan dana oleh pekerja yang tidak aktif atau tidak bekerja/
pinjam nama

3. Minimnya koordinasi antara pihak perencana, pelaksana, dan
pengawas.
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RISIKO YANG DIHADAPI

Stigma pada Pengadaan dengan cara Swakelola adalah gampang
di lakukan, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar, pekerjaan
PBJP dengan cara Swakelola menghadapi risiko :

1. Temuan hasil audit dari pemeriksa

2. Risiko hukum dalam hal terjadi penyimpangan dengan
tendensi niat pelanggaran pidana

3. Kerugian keuangan negara

4. Kualitas pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai harapan
masyarakat
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BAGAIMANA CARA MELAKUKAN
ANALISA DAN PEMECAHAN
MASALAH?

1. I\/Ien%gunakan pendekatan analisis 5W1H untuk mengurai akar
masalah secara mendalam:

e \What (Apa permasalahannya?)

e \Who (Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab?)
e \When (Kapan terjadi permasalahan?)

e \Where (Di mana lokasi permasalahan?)

e Why (Mengapa permasalahan bisa terjadi?)
e How (Bagaimana permasalahan terjadi dan solusinya?)

2. Menggunakan metode visualisasi pohon masalah (problem tree
analysis) untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat secara visual agar

., lebih mudah dipahami peserta.



PENYUSUNAN DOKUMEN
ADMINISTRASI SWAKELOLA

Dalam pelaksanaan Swakelola perlu diidentifikasi dengan cermat, menggunakan perspektif

input—> proses —> output dari tahapan Swakelola sbb:

1. Tahap Perencanaar Kegiatan Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten X Tahun

Tahap Persiapan Anggaran 2024 dilaksanakan di 10 desa yang tersebar

pada 4 kecamatan di Kabupaten X. Setiap desa memiliki

100 rumah tangga penerima manfaat kategori

Tahap Pengawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan nilai
kontrak swakelola per desa sebesar Rp500.000.000.

Tahap Pelaksanaan

AR

Tahap Serah Terima

IIIIIIIIL

18 0 0000
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IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT

» Dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan Uraian Input Proses Output
« Telah memperhitungkan semua tahapan, yaitu Tahapan

tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, :

pengawasan, dan serah terima 7Y
« Melakukan inventaris berdasarkan pendekatan 5

input, proses, dan output

* Disajikan dalam bentuk tabel dengan format
sebagaimana di samping

« Kompilasi tabel input, proses, dan output pada
keseluruhan tahapan akan memberikan gambaran
dalam pengendalian kontrak Swakelola.
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IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT
UNTUK TAHAP PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan

1 Identifikasi Kebutuhan

2 Penetapan Barang/Jasa

3 Penetapan Tipe Swakelola (Tipe
V)

4 Penyusunan Spesifikasi
Teknis/KAK

5 Penyusunan Rencana Anggaran

Biaya (RAB Awal)

6 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan

7 Penyusunan Rencana Kerja
Masyarakat (RKM)

38 Penetapan Tim Pelaksana dan
Pengawas

9 Penyusunan Dokumen

Kontrak/Kesepakatan Awal

10 Penyusunan dan Penetapan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)[(RKM, KAK, RAB, Kontrak awal)

20

Input (Masukan) Proses yang Dilakukan

Usulan Masyarakat, Aspirasi, Kondisi |Analisis kelayakan usulan melalui
Eksisting (Baseline), Kebijakan Hibah |diskusi/musyawarah
ALS/DAK Sanitasi

Daftar kebutuhan prioritas, Menentukan jenis barang/jasa
Dokumen Baseline (Survey baseline |berdasarkan data baseline
Kubar)

Daftar Barang/Jasa, Pedoman
Program Hibah ALS, Juknis DAK
Sanitasi

Analisis regulasi dan pedoman yang
berlaku

Dokumen Penetapan Barang/Jasa, Menyusun spesifikasi teknis
Juknis DAK Sanitasi, Pedoman Hibah|berdasarkan DED/EE
ALS, DED, EE

Spesifikasi Teknis/KAK, Standar
Harga (EE), Data Teknis, Pedoman
Program Hibah ALS

RAB Awal, Kalender Anggaran,
Ketentuan Pelaksanaan Hibah
ALS/DAK Sanitasi

DED, EE, RAB Awal, Struktur
Kelompok Masyarakat, Pedoman

Menghitung kebutuhan biaya
berdasarkan spesifikasi teknis

Menyusun jadwal kegiatan secara
indikatif

Penyusunan RKM secara partisipatif
bersama masyarakat

Hibah ALS
Struktur organisasi KSM, Pedoman  |Menetapkan Tim Pelaksana dan Tim
Hibah ALS Pengawas kompeten

RKM, Format Kontrak (Contoh: SPK
KSM Tajan Lestari, Kontrak KSM
dengan pihak lain)

antar pihak terkait

Semua dokumen hasil perencanaan |[Kompilasi hasil perencanaan untuk
input ke RUP

Output (Keluaran)
Daftar kebutuhan prioritas terverifikasi

(Laporan Baseline)

Dokumen penetapan barang/jasa

Penetapan Tipe Swakelola IV (SK)

Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK

Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal

Jadwal Pelaksanaan Awal dalam RKM

Dokumen RKM lengkap

SKTim Pelaksana dan Tim Pengawas

Menyusun dokumen kesepakatan awal Dokumen Kontrak/Kesepakatan Awal

Dokumen Rencana Umum Pengadaan
(RUP)

Kegiatan Hibah Air
Limbah Setempat
Kabupaten X Tahun
Anggaran 2024

Dilaksanakan pada 10
desa yang tersebar di
4 Kecamatan dalam
Kabupaten X

1 Desa penerima
manfaatnya adalah 100
MBR dengan jumlah
keseluruhan per-desa
pada kontrak swakelola
senilai Rp500.000.000




IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT + Penyusunan Tabel in
UNTUK TAHAP PENGAWASAN dilakukan bersamaan di

Tahapan Pengawasan Input (Masukan) Proses yang Dilakukan Output (Keluaran) tahap pereﬂcaﬂaan daﬂ
Dokumen Output Tahap d d . b h .
Reviu Awal Dokumen Perencanaan (RKM, DED, EE, RAB,  Mereviu kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian |Laporan hasil reviu awal d pat |per anarul
1 Perencanaan KAK, Jadwal, dll. dokumen perencanaan dokumen perencanaan
: 2 2 setelahnya
Dokumen RKO, SK Struktur Internal  [Memastikan proses tahap persiapan sesuai Catatan hasil pengawasan
2 Pengawasan Tahap PersiapanKSM, dokumen administrasi awal dokumen perencanaan tahap persiapan ° KO nte ks da |a m
SKTFL, Kontrak TFL, laporan Memastikan TFL berada dilokasi, memahami Laporan verifikasi mobilisasi penyu sunan ta bel | ﬂ|
3 Pengawasan Mobilisasi TFL  |mobilisasi TFL tugasnya, dan melaporkan kesiapannya TFL
adalah Seluruh tahapan
Pengawasan Pengadaan Dokumen pengadaan material, Memastikan material yang diadakan sesuai . .
4 Material spesifikasi teknis, RKO spesifikasi teknis, jumlah, dan kualitas Laporan verifikasi material d arl keg |ata N Swa ke |O| d
ri awal sampai akhir
Pengawasan Pelaksanaan DED, EE, RKO, dokumentasi progres Melaksanakan monitoring rutin fisik dilapangan, |Laporan monitoring d art awal sa pa d
5 Fisik pekerjaan memastikan kesesuaian teknis pekerjaan pelaksanaan fisik : :
* Hilangkan stigma
Pengawasan Administrasi & [Dokumen keuangan.(rekemng, nota, l\/lerewuvaol m|n|stra3|vkeuangan secara b.erkala, Lapqrah pengawasan ba hwa tl m pen gawas
6 Keuangan SPJ), dokumen termin pembayaran memastikan kesesuaian dengan realisasi administrasi & keuangan
hanya muncul saat
Laporan pengawasan, catatan deviasi|Menyusun rekomendasi perbaikan/pencegahan |Laporan rekomendasi deviasi . .
7 Rekomendasi atas Deviasi lapangan, laporan pelaksanaan deviasi serta melaporkan ke PPK kepada PPK meﬂJ ela ﬂg sSéera h te rnMma
Koordinasi dengan Tim Mengadakan koordinasi berkala untuk SaJa .
Persiapan, Tim Pelaksana, Temuan pengawasan, hasil menyelesaikan masalah dan memastikan Notulensirapat koordinasi
3 PPK, dan TFL koordinasi sebelumnya pelaksanaan pengawasan
Dokumen kelengkapan serah terima,
Pemeriksaan Akhir sebelum |laporan progres konstruksi, laporan [Memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan Laporan hasil pemeriksaan
9 Serah Terima keuangan akhir spesifikasi teknis, administrasi, & keuangan akhir |akhir sebelum serah terima

Menyusun laporan evaluasi akhir pengawasan, |Laporan evaluasi akhir
Seluruh laporan pengawasan, merekomendasikan perbaikan untuk kegiatan  |pengawasan pekerjaan
10  |Evaluasi Akhir Pengawasan |laporan pelaksanaan kegiatan mendatang swakelola
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IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT + Ponyusunan Tabe
UNTUK TAHAP PERSIAPAN ini dilakukar

Tahapan Persiapan Input (Masukan) Proses yang Dilakukan ' Out'put(Keluarar'w). . bersa maan dl
1 Sosialisasi Awal Kegiatan Dokumen Teknis (RKM, DED, EE), PPK menyosialisasikan kegiatan kepada calon Berita Acara Sosialisasi
kebijakan Hibah ALS/DAK Sanitasi  |anggota KSM didampingi TFL tahap perenca Naan
2 Pembentukan KSM Hasil sosialisasi, daftar calon anggota [Masyarakat membentuk KSM secara mandiri SK Pembentukan KSM sebagai
KSM didampingi fasilitasi ad ministratif dari TFL & penyelenggara swakelola dan dapat
PPK/DPUPR d . b h .
3 Rekrutmen Tim Fasilitator Lapangan/Anggaran, persyaratan dan DPUPR melaksanakan seleksi terbuka TFL SK Penetapan TFL, Kontrak TFL |per anarul
(TFL) kebutuhan pendampingan TFL t | h
4 Penyusunan Struktur Internal KSM  [SK Pembentukan KSM, anggota KSM [KSM secara internal menentukan Tim Persiapan,  [SK Struktur Internal KSM (Tim setela nya
yang telah terbentuk Tim Pelaksana, Tim Pengawas Persiapan, Pelaksana, Pengawas)
5 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen RKM, DED, EE Tim Persiapan (internal KSM) menyusun RKO secaraDokumen RKO ¢ Konteks da | am
Operasional (RKO) rinci didampingi fasilitasi TFL
i P9 penyusunan tabel
6 Persiapan Administrasi dan SKKSM, persyaratan administrasi Tim Persiapan (internal KSM) membuka rekening  |Rekening bank KSM aktif, .. d | h h
Keuangan keuangan bank, menyiapkan administrasi didampingi TFL administrasi keuangan siap N1 aGala Ta d pan
7 Mobilisasi Tim Fasilitator Lapangan [SKTFL, Dokumen Kontrak TFL DPUPR memobilisasi TFL ke lokasi, koordinasi awal |Laporan mobilisasi TFL Pe rsia pa n.
(TFL) bersama KSM
8 Penyusunan Dokumen Pengadaan |RKO, RAB final, spesifikasi teknis Tim Persiapan KSM menyusun dokumen Dokumen pengadaan material
Material pengadaan material dengan fasilitasi dari TFL
9 Persiapan Lokasi Kegiatan Data baseline, hasil sosialisasi Tim Pelaksana (internal KSM) mempersiapkan Berita acara kesiapan lokasi,
lokasi kegiatan, didampingi fasilitasi teknis TFL dokumentasi
10 Pelatihan Teknis Anggota KSM Pedoman teknis, DED, EE, struktur ~ |PPK/DPUPR menyelenggarakan pelatihan teknis Laporan pelatihan teknis,
KSM bagi Tim Pelaksana KSM didampingi TFL dokumentasi pelatihan
11 Koordinasi Internal KSM Seluruh dokumen persiapan, SK KSM [Koordinasi rutin internal KSM (Tim Persiapan, Notulensi rapat koordinasi
Pelaksana, Pengawas) didampingi TFL internal
12 Penandatanganan Dokumen Dokumen kontrak awal, hasil PPK memfasilitasi penandatanganan dokumen Dokumen kontrak pelaksanaan
Kontrak Final persiapan lapangan, RKO kontrak final bersama KSM didampingi fasilitasi TFL [final
—
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IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT + Penyusunan Tabel in
UNTUK TAHAP PELAKSANAAN A

Tahapan Pelaksanaan Input (Masukan) Proses yang Dilakukan Output (Keluaran) tahap perencanaan dan
Pengadaan dan Pengelolaan |Dokumen pengadaan Tim Pelaksana KSM melakukan pembelian dan Material tersedia, bukti d d . b h .
1 Material material, RKO, RAB final pengelolaan material didampingi TFL pengadaan (nota, faktur) a pat Ipel’ anarul
Material yang telah diadakan, [Tim Pelaksana KSM melaksanakan mobilisasi Material siap di lokasi, Setela h ﬂya
2 Mobilisasi Alat dan Material ~ |RKO material ke lokasi kegiatan didampingi TFL dokumentasi
DED, EE, RKO, Material di e Konteks dalam
Pelaksanaan Kegiatan lokasi, Pelatihan Teknis Tim Pelaksana KSM mengerjakan konstruksifisik di |Progress fisik ko nstruksi, L.
3 Konstruksi di Lapangan sebelumnya lapangan, didampingi secara teknis oleh TFL dokumentasi pekerjaan penyu sunan ta bel NI
Monitoring dan Pengendalian RKO, jadwal kegiatan, Tim Pengawas KSM mengawasi dan melaporkan
4 Internal KSM struktur internal KSM progress kepada internal KSM Laporan monitoring internal ad d |a h Ta h d pa n
PPK/DPUPR melakukan pengawasan teknis Pela ksa Naan.
Pengawasan Teknis oleh RKO, laporan monitoring lapangan secara berkala bersama TFL dan Tim Laporan pengawasan teknis
5 PPK/DPUPR internal, DED, EE Pengawas KSM oleh PPK/DPUPR

Laporan monitoring internal, [Tim Persiapan KSM mengkoordinasikan evaluasi
6 Evaluasi Berkala Kegiatan laporan pengawasan teknis |kegiatan secara berkala bersama TFL Laporan evaluasi berkala

Tim Persiapan KSM mengajukan permintaan

Laporan evaluasi, progres pembayaran ke PPK, difasilitasi administratif oleh  |[Pembayaran termin sesuai
7 Pembayaran Progres (Termin) ffisik pekerjaan TFL progres, dokumen SPJ
Dokumen administrasi
Administrasi dan Pelaporan  |keuangan (rekening bank,  [Tim Persiapan KSM menyusun laporan administrasi |Laporan administrasi
3 Keuangan SPJ, nota/faktur) keuangan secara berkala, didampingi TFL keuangan (laporan SPJ)

Semua laporan progres,
Koordinasi dan Rapat Internal |evaluasi kegiatan, laporan KSM rutin melaksanakan rapat koordinasi internal  [Notulensirapat koordinasi

9 KSM keuangan didampingi fasilitasi oleh TFL internal KSM
Progress konstruksi 100%,  [Tim Pelaksana KSM menyelesaikan fisik pekerjaan,
Penyelesaian Kegiatan dan laporan pengawasan, laporanTim Pengawas KSM memverifikasi kesiapan akhir  Berita Acara Penyelesaian
10 Persiapan Serah Terima keuangan didampingi TFL Pekerjaan, dokumentasi akhir —
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IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT
UNTUK TAHAP SERAH TERIMA

No.

Tahapan Serah Terima Input (Masukan)

Persiapan Serah
Terima Pekerjaan
Pemeriksaan Akhir

oleh Tim Pengawas
KSM

Permohonan Serah
Terima ke PPK

Pemeriksaan Teknis
oleh PPK/DPUPR

Proses
Perbaikan/Finalisasi
(jika ada temuan)

Serah Terima
Pekerjaan Akhir

Pembayaran Akhir

Pelaporan Akhir dan

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan,
laporan keuangan, dokumentasi akhir

Dokumen kelengkapan serah terima,
laporan progress konstruksi

Laporan hasil pemeriksaan akhir,
dokumen kelengkapan serah terima

Surat permohonan serah terima,
dokumen kelengkapan

Hasil pemeriksaan teknis oleh
PPK/DPUPR, laporan Tim Pengawas
KSM

Dokumen akhir lengkap, Berita Acara
Pemeriksaan Teknis

Berita Acara Serah Terima Akhir,
dokumen administrasi keuangan

Seluruh dokumen kegiatan, laporan
keuangan final, Berita Acara Serah

Pertanggungjawaban Terima Akhir

Evaluasi dan
Dokumentasi Akhir
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Laporan akhir kegiatan, dokumen
pertanggungjawaban

Proses yang Dilakukan

Tim Pelaksana KSM menyiapkan seluruh dokumen
akhir didampingi TFL

Tim Pengawas KSM memeriksa hasil pekerjaan layak
serah terima

Tim Persiapan KSM mengajukan permohonan serah
terima kepada PPK difasilitasi TFL

PPK/DPUPR melakukan pemeriksaan teknis lapangan
terhadap hasil pekerjaan

Tim Pelaksana KSM memperbaiki atau melengkapi
pekerjaan (jika ada temuan) didampingi TFL

PPK menerima hasil pekerjaan secara formal dari
KSM didampingi fasilitasi TFL

Tim Persiapan KSM mengajukan pembayaran akhir,
difasilitasi administratif oleh TFL

Tim Persiapan KSM menyusun laporan akhir
pelaksanaan kegiatan dengan didampingi TFL

DPUPR/PPK bersama KSM melaksanakan evaluasi
akhir pelaksanaan kegiatan didampingi TFL

Output (Keluaran)

Dokumen kelengkapan untuk
serah terima siap

Laporan hasil pemeriksaan
akhir oleh Tim Pengawas

Surat permohonan serah
terima ke PPK

Berita Acara Pemeriksaan
Teknis oleh PPK/DPUPR

Berita acara perbaikan
pekerjaan (jika ada)

Berita Acara Serah Terima
Akhir

Pembayaran akhir selesai,
bukti pembayaran akhir (SPJ)

Laporan akhir kegiatan dan
pertanggungjawaban selesai

Laporan evaluasi akhir
kegiatan

* Penyusunan Tabel ini
dilakukan bersamaan di
tahap perencanaan dan
dapat diperbaharui
setelahnya

« Konteks dalam
penyusunan tabel ini
adalah Tahapan Serah
Terima.




PENYUSUNAN DOKUMEN
ADMINISTRASI SWAKELOLA

1. Pola penganggaran kegiatan mengikuti kaidan perencanaan anggaran pada K/L
(APBN) atau Perangkat Daerah Pemda (APBD)

2. Telah terdeteksi apa saja peluang / potensi pengadaan barang/jasa melalui
penyedia dalam swakelola (lihat slide berikutnya)




PELUANG PENERAPAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
PADA SWAKELOLA

Swakelola Tipe Il dan Tipe IV karena

« Swakelola Tipe | dan Tipe Il karena dilaksanakan dilaksanakan oleh pihak yang tidak terikat oleh
oleh K/L/PD dan/atau bersama K/L/PD Pelaksana, Perpres PBJP (Ormas dan Pokmas), maka perlu
maka keduanya sama-sama terikat Perpres PBJP disepakati :

dalam pelaksanaan pemilihan penyedia .
1. Siapayang melaksanakan pengadaan B/J

dalam hal terdapat Penyedia dalam
Swakelola

» Swakelola Tipe | : dalam hal diperlukan B/J yang
diperoleh dari penyedia dalam pekerjaan
swakelola, maka pelaksanaan proses pemilihannya

dilakukan dengan mengikuti Pasal 38 dan/atau 2. Dalam hal Ormas/Pokmas yang memilih

Pasal 41 Perpres PBJP o
melaksanakan proses pemilihan, maka
« Swakelola Tipe Il : Perlu disepakati Pelaku PBJP perlu diatur mekanisme persetujuan

yang melakukan proses pemilihan penyedia belanja dan pertanggung-jawabannya
berdasarkan Pasal 38 dan/atau Pasal 41 Perpres
PBJP, kesepakatan ini dituangkan dalam kontrak
siapa PP/Pokmil yang melaksanakan proses
pemilihan penyedia (apakah dari K/L/PD Pengguna
Anggaran atau K/L/PD Pelaksana Swakelola)

26




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA

* Dokumen Pedoman yang menjadi input pada saat

roses perencanaan dan persiapan .
P P P P Beberapa diantaranya
g ementerian feLerigan s PETUNJUK PELAKSANAAN d d d | d h
w8 '"-"...-"-,..'}‘mw- m@w AJ Dhottorat Sontent —AE ARl DANA ALGKASI KHUSUS p e d oman / p etu nJ U k

1§ (DAK) teknis yang digunakan

PROGRAM HIBAH

AIR LIMBAH
SETEMPAT
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DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

« Dokumen survey baseline (identifikasi kebutuhan)

LAPORAN HASIL SURVEY BASELINE KEGIATAN

TA 2024 KABUPATEN, Wl |dentifikasi kebutuhan
dilengkapi dengan

informasi penerima

manfaat BNBA dan

dokumentasi

28




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

* Penyusunan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi (Tahap Persiapan)

PPK menyusun Gambar
o T Teknis terkait
Pembangunan Tangki
Septik Kombinasi MCK

kegiatan

Fig
- tn‘a':;;:-h't. 3
R

BANGUNAN MCK Lo i Lnusbasn g

PO

Atap Spandex
t = l[
e
0.670

[ [ ‘ Plafon Pliwood 4 mm
—
000 / Pas. Batako
Kolom kayu 8x8
° A/— Cor Klosed 10 cm
,?—_ Cor rabat beton 5 cm

! ﬁé / Slof 15/20
0.450 [ 1 I Pondasi kayu Ulin 8x8
0.400

f 1.500
29 —_ — A




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

* Penyusunan RAB

30

RENCANA ANGGARAN BIAYA
[No. Uraian Pekerjaan VOLUME [SATUAN| HARGA SAT. JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)
2 3 4 5 6
PEMBUATAN MCK
I|PEKERJAAN PERSIAPAN
1 |Pasang bouwplank 40| mt 67.600,00 270.400,00
2 |Pembersihan Lokasi 100 |  Titk 200.000,00 200.000,00
I|PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
1 | Tongkat Kayu ulin 8°8°200 400 itk 93.750,00 375.000,00
2 |Siof 5°10°200 200| bh 75.000,00 150.000,00
3 |Gelegar 5°10°200 500| bh 75.000,00 375.000,00
W{PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH
1 |Pasangan Kolom utama ulin 8'8'200 400 | itk 93.750,00 375.000,00
2 |Pasangan kolom prakiis 8°8°200 400| itk 75.000.00 300.000,00
3 |Pasangan dinding ulin MCK 2500| bh 129.032.26 322580645
4 |Pemasangan Kusen dan Pintu We Spesifikasi : Benglarai 1,00 bh 1.100.000,00 1.100.000,00
5 |Pemasangan Grendel Pintu We 10| LS 25.000,00 25.000,00
6 |Pemasangan dan pembuatan pentilasi 1,00 Ls 200.000,00 200.000,00
7 |Pemasangan Lantai Ulin 10,00 bh 129.032,26 129032258
8 |Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok merk Toto/ 1,00 Is 520.000,00 §20.000,00
IV|PEKERJAAN ATAP
1 |Pemasangan gordeng meranti 5/10 5,00 bh 58.000,00 290.000,00
2 |Pemasangan kaso meranti 5/10 200 bh 58.000,00 116.000,00
3|P gan List plank (bengkirai) 400| bh 96.766,13 387.064 52
5 |pemasangan atap spandek 9,00 m2 87.000,00 783.000,00
V|PEKERJAAN SANIT AIR
1 |Pasang pipa air bersih PVC type @ 172° 400 m 17.370,00 69.480,00
2 |Bak We Fiber 100 is ~333.000,00 333.000,00
3 |Pasang pipa air kotor PVCD @ 2° 400 m 34.980,00 139.920,00
4 |Gayung 100| bh 14.000,00 14.000,00
5 |Pemasangan Kran air bersih + Aksesoris 200 Bh 4.700,00 9.400,00
VI|UPAH PEKERJA
1 |Pekena 100 | paket 4.627.500,00 4.627.500,00
VIiI | FINISHING

1 |BOP KSM (Mobilisasi dan K3) 100 | Paket 929.000,00 929.000,00

TOTAL SATUAN (Rp) 16.404 893 55

TOTAL KESELURUHAN ( Pembulatan ) (Rp) 16.404 893 55

PPK menyusun RAB




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

SURAT KEPUTUSAN
¢ Pe N et d p an T F I_ PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG‘

Nomor :beo. ([} (968 /DPUPR-KB/II/2024

TENTANG

PPK merekrut dan
L A s O menetapkan TFL

TAHUN ANGGARAN 2024

MENIMBANG :  a. Bahwa uniuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran <~
Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 54/SE/DC/2022 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat
perlu menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL ) sebagai
pendamping pelaksana swakelola.

b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi terhadap calon Tenaga
Fasilitator Lapangan [ TFL )saudara - saudara  térsébut
dianggap memenuhi syarat dan layak untuk di angkat dan
ditetapkan menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL ).

c. Bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
huruf (@) dan (b).perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
Tentang Pengangkatan Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL )
Kegiatan Infrastruktur Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024.

MENGINGAT i

2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimna telah di ubah terakhir kali dengan Undang
= Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246,Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 1

nomor 5589).
31




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

SURAT KEPUTUSAN
¢ Pe N et d p an T F I_ PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG‘

Nomor :beo. ([} (968 /DPUPR-KB/II/2024

TENTANG

PPK merekrut dan
L A s O menetapkan TFL

TAHUN ANGGARAN 2024

MENIMBANG :  a. Bahwa uniuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran <~
Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 54/SE/DC/2022 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat
perlu menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL ) sebagai
pendamping pelaksana swakelola.

b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi terhadap calon Tenaga
Fasilitator Lapangan [ TFL )saudara - saudara  térsébut
dianggap memenuhi syarat dan layak untuk di angkat dan
ditetapkan menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL ).

c. Bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
huruf (@) dan (b).perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
Tentang Pengangkatan Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL )
Kegiatan Infrastruktur Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024.

MENGINGAT i

2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimna telah di ubah terakhir kali dengan Undang
= Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246,Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 1

nomor 5589).
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DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

* Dokumen Legalitas Kelompok Masyarakat dapat terdiri atas :

33

AD & ART KSM

Surat Keputusan Kepala Kampung/Desa tentang Pembentukan
KSM calon pelaksana swakelola

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengurus KSM dalam
melaksanakan kegiatan

Berita Acara Rembuk Penerimaan Masyarakat (penerima manfaat
dan stakeholder terkait)

Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan dan Struktur
Organisasi KSM dalam pelaksanaan pekerjaan

PPK memeriksa
legalitas
Kelompok
Swadaya
Masyarakat yang
akan
melaksanakan
pekerjaan.




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (

* Rancangan Kontrak Swakelola

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama secara
swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana
Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran 2024 di Desa s

Kecamatan T-?rovinsi-engan ketentuan antara

lain sebagai berikut:

Pasal1

TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah bahwa PIHAK KEDUA harus melaksanakan
pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian, sehingga pekerjaan mencapai hasil yang
diharapkan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen
Perjanjian Kerjasama.

Pasal2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi dana kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, yaitu untuk mengelola Hibah Air Limbah

Setempat Tahun Anggaran 2024 dan menyelenggarakan pekerjaan:

Nama Kegiatan : Pengadaan Tangki Septik Kombinasi MCK

Lokasi Kegiatan : Desab

Kecamatan

Kabupaten

»
- >
Provinsi :’

34

Pasal3
DOKUMEN PERJANJIAN
Surat Perjanjian kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) diantaranya berisi:
1) Struktur Organisasi TPS-KSM yang telah ditetapkan oleh Penguasa
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan;

) Lokasi kegiatan dan ketersediaan lahan sesuai dengan hasil Selotip;
3) Rencana Teknik Rinci (RTR)/ OED;

) Rencana Anggaran Biaya (RAB);

) Kurva S; dan
6) Rencana Kerja.

b. Rekening Bank KALTIMTARA atas nama Tim Pelaksana Swakelola Kelompok

Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
» dengan Nomor Rekening : < NS

Kecamatan

Nama :
Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan
sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

Pasal4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian
Kerjasama yaitu pada tanggal 08 Mei 2024_sampai dengan tanggal 04 September 2024 (batas
waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 05 Agustus 2024).

Pasal5
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK
PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan/ PPTK serta dibuktikan

dengan Serita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

LANJUTAN)

PPK menuliskan
ruang lingkup
kontrak Swakelola




CONTOH PELUANG PENERAPAN PROSES PEMILIHAN

PENYEDIA PADA SWAKELOLA

Pasal6é
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA waijib melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat
secara partisipatif berdasarkan Surat Perjanjian yang telah diperjanjikan;
2. Hasil kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat:

a. Laporan Pelaksanaan Fisik, yang berisi tentang:

Catatan Harian Kegiatan;

Catatan Harian Penggunaan Material;
Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan;
Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan;
Laporan Masalah Tingkat Desa/Kelurahan;

Foto Dokumentasi Kemajuan Fisik (0%, 20%/30%, 60% dan 100%); dan

N o o s~ e b=

Serita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.

b. Laporan Administrasi Keuangan, yang berisi tentang:
1. Buku Kas Umum TPS-KSM;
2. Buku Bank TPS-KSM;

3. Buku Bantu (Buku Operasional, Buku Swadaya, Buku Material, Buku Upah
Kerja);

Laporan Penggunaan Dana (LPD);

4.
5. Laporan Keuangan Bulanan TPS-KSM.

Laporan Pengadaan Barang dan Jasa, yang berisi tentang:
. Daftar Survei;

. Pengumuman Pengadaan;

. Penawaran dari Supplier;

1
2
3
4. Serita Acara Penentuan Pemenang;
5. Surat Perintah Kerja (SPK); dan

6. Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang.
35 d. Serita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi;

e. Gambar-gambar hasil pelaksanaan;

Swakelola Tipe Il dan Tipe IV karena
dilaksanakan oleh pihak yang tidak terikat oleh
Perpres PBJP (Ormas dan Pokmas), maka perlu
disepakati :

1. Siapayang melaksanakan pengadaan B/J
dalam hal terdapat Penyedia dalam
Swakelola

2. Dalam hal Ormas/Pokmas yang memilih
melaksanakan proses pemilihan, maka
perlu diatur mekanisme persetujuan
belanja dan pertanggung-jawabannya




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

« Dokumentasi selama proses pelaksanaan pekerjaan secara lengkap (0%)

No Kelurahan Alamat Py Local Engineer Dok i . 1 ran'ga_r:

Diterima | Ditolak AR i) —

e s ~ [
= e

Tim Pengawas mendokumentasikan dan membuat
36 laporan pelaksanaan




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

« Dokumentasi selama proses pelaksanaan pekerjaan secara lengkap (50%)

T I Verifikasi
Hasil Verifikasi Nama as| Keterangan
No Kelurahan Alamat . Nama Local Engii | - Kelt(eor::?sz:r: ‘ No Kelurahan Alamat Penerima Dl_.(oc.aIEngI;l_"eelrk ol Kondisi Lapangan)
i Diterima | Ditolak St iterima | Ditolal

Tim Pengawas mendokumentasikan dan membuat
37 laporan pelaksanaan




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

« Dokumentasi selama proses pelaksanaan pekerjaan secara lengkap (100%) DENGAN
CATATAN PERBAIKAN

il Verifikasi
Hasil Verifikasi (. | InNo| Kelurahan | Alamat | _Nema |, car Enail o teran,
No Kelurahan Alamat Nanza Local Engineer Keterangan | Te . RedEmER o AEME ) penerima ima [ Ditolak (Penj ondisi La )
Penerima I Biterima | Ditolak | fond

2. Dimensi cor Plat tanki

Tim Pengawas mendokumentasikan dan membuat
38 laporan pelaksanaan




DOKUMEN ESENSIAL PROSES SWAKELOLA (LANJUTAN)

« Dokumentasi selama proses pelaksanaan pekerjaan secara lengkap (100%)

Hasil Verifikasi
_ Nam et b ; __ Keterangen ' No| Kelurahan Aamat | Nama
enerima I Diterima T\ Ditolakl (F Diterima | Ditolak

Hasil Verifikasi
Local ]

o~ A

Tim Pengawas mendokumentasikan dan membuat
39 laporan pelaksanaan
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STRATEGI PENGAWASAN EFEKTIF

Swakelola Tipe IV pada prinsipnya memberdayakan masyarakat untuk membangun
bagi masyarakat pula, sanksi pada Swakelola adalah penghentian sebagai pelaksana
swakelola, tidak ada denda, sehingga pengawasan oleh tim pengawas harus dilakukan
secara efektif.
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SERBA-SERBI TERKAIT PENGAWASAN DALAM
PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV

41

Dalam rangka tertib administrasi tim pengawas melakukan reviu dokumen hasil
perencanaan sebelum pelaksanaan dimulai (tahap persiapan)

Mengawal seluruh tahap mulai dari persiapan, pelaksnaan, hingga serah terima.

Kegiatan Pengawasan merupakan upaya penjaminan mutu agar pekerjaan konstruksi
berjalan sesuai dengan perencanaan

Tim Pengawas memberikan rekomendasi berkaitan denan tertib administrasi, kepatuhan
terhadap spesifikasi teknis, pengendalian biaya, dan kualitas hasil pekerjaan

Mengidentifikasi dan melaporkan potensi deviasi kepada PPK
Melakukan koordinasi aktif dengan tim persiapan, tim pelaksana, PPK, dan TFL.




SERBA-SERBI TERKAIT PENGAWASAN DALAM

P

42

EKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV (LANJUTAN)

Observasi langsung di lokasi pekerjaan (on-site monitoring)

Pemeriksaan kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.
Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan fisik terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun
Mendokumentasikan kegiatan dan melakukan verifikasi lapangan.

Monitoring berkala untuk penjadwalan rutin dan kunjungan lapangan.

Penyusunan checklist pemantauan dan mencakup aspek teknis, administrasi, dan
keuangan.

Menyusun laporan yang mencatat perkembangan proyek serta temuan di lapangan untuk
menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi PPK




D Gy

PENYUSUNAN DAN
PENGGUNAAN BAST

Pada PBJP dengan Cara Swakelola, proses Serah Terima wajib
dilakukan dengan sama cermatnya sebagaimana halnya PBJP
dengan cara melalui Penyedia.
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SERAH TERIMA PEKERJAAN BUKAN.....

Barang/Jasa
Selesai
dilaksanakan




SERAH TERIMA PEKERJAAN BUKAN LANGSUNG MEMBAYAR

Persiapan
dokumen dan

kelengkapan
/ serah terima \

Pemeriksaan
internal oleh
tim pengawas

Serah terima
PPK ke PA/KPA

Pelaporan
Akhir dan
Pertanggung

K

Permohonan
Serah Terima
ke PPK

Pemeriksaan
Teknis oleh

Tim Pemeriksa
PPK

S

Pembayaran
Akhir

Penandatanga Proses
45 nan BAST PPK perbaikan/final
dan Pelaksana N isasi (jika ada
Swakelola temuan)
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MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL

1. Implementasi pembayaran Non-Tunai/Elektronik

2. Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel

|
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MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL

1. Pembayaran hanya diakui untuk kegiatan yang
sudah dilaksanakan.

2. Harus dilakukan secara non-tunai melalui rekening
bank atas nama pekerja atau KSM Swakelola Tipe IV

3. Didukung dengan dokumen pertanggungjawaban
(SPJ) dan Berita Acara

4. Tidak melakukan praktik manipulasi atau pembagian
uang secara kolektif tanpa dokumen sah

47



MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL (LANJUTAN)

Dokumen yang dilampirkan disiapkan oleh Tim Pelaksana
KSM di damping TFL dan diperiksa oleh Tim Pengawas
dengan melampirkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Termin
Rincian Progres Pekerjaan

Bukti Pengeluaran

Daftar Hadir Pekerja

Dokmentasi Pekerjaan

Dokumen Administrasi Perbankan

o U B WiV
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MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL (LANJUTAN)

Praktik Baik (Best Practice) Pembayaran Non-Tunai:

1. Pembayaran langsung ke rekening peker

swakelola untuk menghindari pra

2. Pelaporan realisasi keuangan dila

<t

KU

< "bagi rata”

kan berdasarkan

bukti transaksi sah (bukti transter, invoice, dsb)
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MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL (LANJUTAN)

50

Jangan melakukan :

1.

2.
3.

Rekening dibuka atas nama seseorang yang diklaim sebagai
pekerja (misal Budi), namun Budi tidak memegang rekening
dan atm tersebut.

Rekening atas nama Budi, namun yang berkerja bukan Budi.

Terdapat “coordinator” yang membagi uang dengan system
"bagi rata”, bahkan ada pekerja yang menerima pembayaran
meski tidakbekerja karena dibayar atas Namanya di pinjam.

Terjadi lebih bayar/kurang bayar karena absensi tidak
valid/manipulasi dokumen



MEKANISME PEMBAYARAN YANG
AKUNTABEL (LANJUTAN)

Format Dokumen Monitoring Internal untuk
memastikan akuntabilitas :

1. Daftar Harian Pekerja

2. Rekapitulasi

51

No Nama [Jenis Pekerjaan| Tanggal Jam Jam Jumlah |Hadir (Y/T)| Tanda
Pekerja Masuk Keluar Jam Tangan
1|Andi Gali Septik 2024-04-0808:00 16:00 8lY
2[Budi CorBeton 2024-04-0808:00 16:00 8lY
Angkut
3[Citra Material 2024-04-0808:00 16:00 Shd
4Dewi Tukang Plester [2024-04-0808:00 16:00 Shd
No Nama Jumlah Hari Upah PerHari | Total Upah [Keteranga
Pekerja Kerja (Rp) (Rp) n
1JAndi 5/100.000 500.000
2[Budi 5/120.000 600.000
3|Citra 4{100.000 400.000
ADewi 6[130.000 780.000




D Gy

MITIGASI RISIKO HUKUM DAN
PROSES AUDIT

Laksanakan proses 2. Dapat dilakukan dengan :
pengadaan dengan
cara Swakelola - Identifikasi Risiko Hukum, Identifikasi Risiko Audit dan Terapkan
dengan memenuhi Sistem Pengendalian Internal yang kuat dari Tim Pengawas
9 J
B;Jns\}g)itie:nga aan - Melakukan Langkah-Langkah pencegahan risiko.
. Efektif
«  FEfisien

. Transparan

«  Terbuka
. Bersaing
. Adil:dan
*  terbuka

IIIIIIIIW |
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PERMASALAHAN TEKNIS YANG
DAPAT MUNCUL

1. Ketidaksesuaian konstruksi fisik dengan desain
teknis (DED).

2. Penggunaan bahan/material yang tidak sesuai
spesifikasi.

3. Keterbatasan keterampilan teknis masyarakat dalam
melaksanakan konstrikusi.

4. Dl
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MITIGASI RISIKO HUKUM DAN
PROSES AUDIT

1. Risiko Hukum : Potensi konsekuensi pidana, perdata,
atau administratif akibat penyimpangan dari
regulasi.

2. Risiko Audit : Temuan dari Pemeriksa eksternal
(BPK/BPKP) atau Auditor internal (Inspektorat) yang
menunjukkan ketidaksesuaian prosedur,

administrasi, atau penggunaan anggaran.
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MITIGASI RISIKO HUKUM DAN
PROSES AUDIT (LANJUTAN)
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Sumber risiko dalam Swakelola Tipe IV :

1.
2.
3.

Dokumen perencanaan tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan.
Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pembayaran dilakukan tanpa dasar dokumen sah (misalnya tidak ada
BAP).

Manipulasi data kehadiran pekerja (HOK).
Pengadaan material tidak sesuai spesifikasi teknis atau harga pasar.

Pembayaran dilakukan secara tunai tanpa bukti transtfer atau tanda terima.



MITIGASI RISIKO HUKUM DAN

PROSES AUDIT (LANJUTAN)
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Jenis Temuan yang sering muncul :

Jenis Temuan
Kelebihan Bayar

Penggunaan Dana Tidak Sesuai
Dokumen Tidak Lengkap
Deviasi Fisik

Potensi Konflik Kepentingan

Contoh

Pembayaran untuk warga yang tidak

bekerja atau tidak memiliki rekening
bank.

Penggunaan Dana Tidak Sesuai
Dokumen Tidak Lengkap

Pekerjaan fisik tidak sesuai dengan
Spesifikasi Teknis

Pelaksana Swakelola atau TFL
memiliki hubungaan dengna
penyedia bahan/material



MITIGASI RISIKO HUKUM DAN
PROSES AUDIT (LANJUTAN)
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Strategi Mitigasi Risiko

1.

Perencanaan dan dokumen awal yan% valid dengan
menggunakan dokumen hasil survey lapangan (baseline,
RKM, DED) sebagai basis perencanaan dan melakukan
validasi data penerima manfaat, lokasi, dan volume pekerjaan

sebelum pelaksanaan

2. Pencatatan administrasi dan keuangan yang tertib
3. Transparansi dan partisipasi keterlibatan warga
4. Korrdinasi dan pendmapingan yang efektit
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